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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undangi Undangi Republik Indonesia nomori 6 tahuni 2014 

tentangi Desa yang dimaksud Desai adalah kesatuani masyarakatt hukumm 

yanga memilikii batass wilayahi yangg berwenangi untuki mengaturi dani 

mengurusi urusani pemerintahani, kepentingani masyarakati setempati 

berdasarkani prakarsai masyarakati, haki asali usulu, dann/ataua haki tradisionali 

yangi diakuii dann dihormatii dalami sistem pemerintahan Negarai Kesatuani 

Republiki Indonesiai. Secara administrative struktur pemerintahan tertinggi 

Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau biasa dipanggil Lurah dari sebuah 

pemilihan rakyat secara langsung yang disebut PILKADES. Dalam 

menjalankan tugasnya di Pemerintah Desa, Kepala Desa dibantu oleh 

perangkat desa yang masing masing terbagi dalam beberapa tugas diantaranya 

Sekretarisa Desaa, Kepalai Seksii Pemerintahann, Kepalaa Seksii Pelayanan, 

Kepalaa Seksii Kesejahteraani, Kepalaa Urusann Tatai Usahaa dann Umumi, 

Kepalaa Urusani Keuangani, Kepalaa Urusann Perencanaann, dan Kepalaa 

Dusunn dimasing masing dukuh.  

Pemerintah Desa berusaha mengatur, mengurus urusan masyarakat, 

menciptakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya. Namun hal itu 

tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya anggaran keuangan yang termasuk yang 

berasal dari hasil usaha tanah bengkok/tanah lungguh, dan hasil pengelolaan 
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 tanah kas desa/bondo desa, sementara pendapatan transfer berasal dari danaa 

desaa, alokasii danaa desaa, dann bagiani darii hasili pajaki retribusii daerahh 

kabupatenn/kotaa. Dari berbagai macam sumber pendapatan desa, pemerintah 

Desa harus siap dan mampu mengelola keuangannya untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangannya harus ditujukan untuk 

kepentingan masyarakat sepenuhnya. Peraturan Mentri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penggunaan Keuangan Dana 

Desa tahun 2019, bahwasanya penetapan prinsip penggunaan dana desa 

didasarkan pada prinsip prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, 

kewenangan desa, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya 

desa, serta tipologi desa.   

 Ada beberapa bidang yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa menurut 

Peraturan Mentri Desaa, Pembangunani Daerahi Tertinggali, dani Transmigrasii 

tentangi Penggunaani Danai Desa Tahun 2019 antara lain bidang pembangunan 

desa dan pemberdayaan masyarakat. Bidang pembangunani Desaii meliputi 

peningkatani kualitasi hidupi masyarakati Desai, kegiatan pelayanan Desai, 

Pengadaann, pembangunani, pengembangani, pemeliharaani infrastrukturi 

saranai prasaranai lainnyai yangi sesuaii dengani kewenangani Desai dani 

diputuskani melaluii musyawarahi Desai. Bidang pemberdayaani masyarakati 

desai meliputii peningkatani partisipasii masyarakati dalami prosesi 

perencanaani, pelaksanaani dani pengawasani pembangunani Desai, 

pengembangani kapasitasi masyarakati Desai yangi dilaksanakani dii Desaa 

setempati, pengembangani ketahanani masyarakati Desa, pengembangan 
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ketahanani keluargai, pengelolaani dani pengembangani sistemi informasii Desai 

melaluii pengembangani kapasitasi dani pengadaani aplikasii perangkati lunaki 

(software) dani perangkati kerasi (hardware) komputeri untuki pendataani dani 

penyebarani informasii pembangunani dani pemberdayaani masyarakati Desai 

yangi dikelolai secarai terpadui, dukungani pengelolaani kegiatani pelayanani 

sosiali dasari dii bidangi pendidikani, kesehatan, pemberdayaani wargai miskini, 

pemberdayaan perempuani dani anaki, sertai pemberdayaan masyarakati 

marginali dani anggotai masyarakati Desa penyandangi disabilitasi, dukungani 

pengelolaani kegiatani pelestariani lingkungan hidupi, dukungani kesiapsiagaani 

menghadapii bencanai alami dani konfliki sosiali sertai penanganannyai, 

dukungani permodalani dani pengelolaani usahai ekonomii produktifi yangi 

dikelolai olehi BUMDesai dani/ataui BUMDesai Bersamai. 

Filosofi pemberian Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan pemerataan pembangunan desa serta menurunkan tingkat kemiskinan. 

Pada Maret 2015, tingkat kemiskinan di nasional tercatat sebesar 11,22%. 

Provinsi Jawa Tengah pun mencatatkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. 

Tercatat, tingkat kemiskinan Jawa Tengah sebesar 13,58%. Presentase 

kemiskinan di Jawa Tengah ini pun relative sama jika dibandingkan dengan 

periode sebelumnya di bulan September 2014. Bahkan, jika dilihat secara 

jumlah absolute kemiskinan ini mengalami kenaikan sebesar 15,21 ribu orang. 

Tak pelak, Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan kemiskinan yang 

relatif lebih sulit untuk diatasi. Lebih jauh, terdapat setidaknya tiga 

permasalahan utama yang perlu diatasi yaitu menyelesaikan permasalahan 
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akses pendidikan, kesempatan kerja yang rendah, dan akses pembiyaan yang 

rendah. 

Desa Pilang merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Randublatung dan Desa  tersebut menerima dana APBDesa setiap tahunnya. 

Salah satu dana APBDes ialah dana desa atau disingkat DD. Namun 

penelitian yang telah dilakukan penulis dana desa yang ditransfer dari 

kabupaten/kota tersebut masih kurang realisasinya dalam hal penggunaan 

keuangan dana desa. Begitupula dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan 

dana desa di Desa Pilang sehingga dalam hal ini peneliti ingin menganalisis 

bagaimana penggunaan keuangan dana desa tahun 2019 di Desa Pilang, 

dalam bentuk apa penyaluran dana tersebut serta bagaimana pelaksanaan dan 

penatausahaan dana desa di Desa Pilang tahun 2019. Berikut adalah tabel 

dana desa di Desa Pilang 
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Tabel 1.1 Dana Desa 

 

1 Pendapatan  Dana Desa 

2 Belanja  Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 

a. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan 

infrastuktur jalan lingkungan desa 

b. Pembangunan talud 

  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

a. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan/difabel 

b. penanggulangan kemiskinan/difabel 

c. Pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat sesuai 

potensi local 

d. Pemberdayaan perempuan 

e. Stimulan pembangunan jamban sehat keluarga 

 

1.2 Maksud Penelitian 

Maksud penulis mengambil judul “Analisis Penggunaan Keuangan Dana 

Desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora” antara 

lain 

1. Bagaimana penggunaan dana desa di Desa Pilang tahun 2019? 

2. Dalam bentuk apa dana desa tersebut disalurkan kepada masyarakat 

Desa Pilang? 

3. Bagaimana pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa Pilang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan penulis antara lain : 

1. Untuk mengetahui informasi secara detail dan menelaah secara rinci 

penggunaan  dana desa di Desa Pilang 

2. Untuk mengetahui bentuk bentuk program kegiatan bersumber dana 

desa yang disalurkan pada masyarakat Desa Pilang 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa 

Pilang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap rincian 

penggunaan dana desa di Desa Pilang 

2. Untuk menambah pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti 

sehingga memperoleh jawaban tentang penelitian yang dilakukan 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Desa 

Pilang dalam merealisasikan dananya  

 

 

 


